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P U T U S A N

Nomor 295/Pdt.G/2020/PA Pbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Prabumulih  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal

di  Kota    Prabumulih,  Provinsi  Sumsel,  selanjutnya

disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon,  umur  34  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Petani,  bertempat

tinggal  di  Kota    Prabumulih,  Provinsi  Sumsel,

selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

 

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Prabumulih  dengan  register  Nomor

295/Pdt.G/2020/PA.Pbm, tanggal 04 November 2020 telah mengajukan hal-

hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada

hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2002, Tercatat pada Kantor Urusan Agama

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan, dengan

Kutipan Akta Nikah No : XXXXXXXXX tanggal 21 Oktober 2002;
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2. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon berstatus Jejaka

sedangkan Termohon bersatus Perawan ;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang

tua Pemohon tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir selama 1 (satu)

tahun,  kemudian Pemohon dan Termohon pindah di  Kota  Prabumulih,

sampai dengan berpisah;

4. Bahwa,  selama  pernikahan  tersebut  Pemohon  dan  Termohon

berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri  dan belum dikaruniai

seorang anak;  

5. Bahwa, semenjak menikah Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis

10 tahun,  akan tetapi  semenjak tahun 2013 tanggal  23 rumah tangga

Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Termohon adalah:

 Karena menikah lagi

 Berbohong dalam rumah tangga

 Sering keluar tanpa sepengetahuan suami

 Sering bertengkar

7.  Bahwa,  pertengkaran  terakhir  antara  Pemohon dan  Termohon  terjadi

pada tahun 2019 disebabkan karena menikah lagi;

8. Bahwa,  sekarang  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  pisah  rumah

sejak 23 Oktober 2019 sampai sekarang, dan belum ada usaha keluarga

untuk  merukunkan  Pemohon  dan  Termohon  utuk  hidup  rukun  dan

harmonis  dalam membina  rumah  tangga  dan  perceraian  adalah  jalan

terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon;

9. Bahwa,  selama  ini  Pemohon  telah  berusaha  untuk  bersabar  dengan

keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun

keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak

sanggup  lag  untuk  membina  rumah  tangga  dengan  Termohon  dan

perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

10.Bahwa,  dengan  keadaan  keluarga  Pemohon  dan  Termohon   yang

demikian  ini,  sudah  sangat  sulit  untuk  menciptakan  keluarga  yang

sakinah  mawaddah  warahmah  dan  sudah  tidak  mungkin  lagi  untuk

dipertahankan;
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Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis

Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa,

mengadili  serta  memutuskan  perkara  ini  dengan  amar  putusan  sebagai

berikut : 

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap

Termohon di depan sidang pengadilan Agama Prabumulih;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang

menghadap, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak

menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai  wakil/kuasanya  tanpa

alasan  yang  dapat  dibenarkan  menurut  hukum,  meskipun  telah  dipanggil

secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak

bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan

surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh

Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi

Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  XXXXXXXXXX,  tanggal  21 Oktober 2002,

Tercatat  pada Kantor  Urusan Agama Kota Prabumulih,  Provinsi  Sumatera

Selatan  yang  telah  dicocokkan  dengan  aslinya,  bermaterai  cukup,  diberi

tanda P;

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi  1,  yang  telah  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah  yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Pemohon  dan  Termohon  karena  saksi

adalah sepupu Pemohon; 

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dengan

baik dan bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir selama 1
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(satu)  tahun,  kemudian  Pemohon  dan  Termohon  pindah  di  Kota

Prabumulih, sampai dengan berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya

rukun saja, namun sejak tahun 2013 pernikahan antara Pemohon dan

Termohon  sudah  mulai  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

terus menerus;

- Bahwa  penyebab  terjadinya  pertengkaran  karena  Termohon sudah

menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama botak;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran

Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 23

Oktober 2019;

- Bahwa setahu saksi, Termohon yang pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa  sejak  pisah  rumah,  komunikasi  antara  Pemohon  dan

Termohon  sudah  berjalan  tidak  baik  dan  sudah  saling  tidak

mempedulikan;

- Bahwa saksi  sebagai  pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk

mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa  saksi  sudah  tidak  sanggup  mendamaikan  Pemohon  dan

Termohon;

2. Saksi 2, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Pemohon  dan  Termohon  karena  saksi

adalah teman Pemohon; 

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dengan

baik dan bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir selama 1

(satu)  tahun,  kemudian  Pemohon  dan  Termohon  pindah  di  Kota

Prabumulih, sampai dengan berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya

rukun saja, namun sejak tahun 2013 pernikahan antara Pemohon dan
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Termohon  sudah  mulai  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

terus menerus;

- Bahwa  penyebab  terjadinya  pertengkaran  karena  Termohon sudah

menikah lagi dengan botak;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran

Pemohon dan Termohon;

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sudah  pisah  tempat  tinggal  sejak

2019;

- Bahwa setahu saksi, Termohon yang pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa  sejak  pisah  rumah,  komunikasi  antara  Pemohon  dan

Termohon  sudah  berjalan  tidak  baik  dan  sudah  saling  tidak

mempedulikan;

- Bahwa saksi  sebagai  pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk

mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa  saksi  sudah  tidak  sanggup  mendamaikan  Pemohon  dan

Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah  cukup dengan keterangan dan

bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa  Pemohon  telah  menyampaikan  kesimpulannya  yaitu  tetap

dengan  pendiriannya  untuk  bercerai  dengan  Termohon  dan  selanjutnya

mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada

berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk datang menghadap ke persidangan ternyata tidak hadir dan tidak pula

mengutus kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan tidak ternyata

bahwa  ketidakhadirannya  disebabkan  suatu  halangan  yang  sah  menurut

hukum, maka Termohon harus  dinyatakan tidak hadir  dan sesuai  dengan

Pasal  149 ayat  (1)  dan Pasal  150 R.Bg.  perkara ini  dapat  diperiksa  dan

diputus secara verstek;
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Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur

dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  keduanya

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kemudian Pemohon juga

mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami  istri

yang  sah,  masih  terikat  dalam  perkawinan,  dan  saat  ini  rumah  tangga

Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  permohonan  izin  cerai  Pemohon  terhadap

Termohon  memiliki  dasar  hukum  yang  sah  dan  keduanya  memenuhi

kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam

perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  hadir  maka

sebagaimana  amanat  Pasal  82  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 juncto Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975,  Majelis  Hakim  menasihati  Pemohon  untuk  mengurungkan

niatnya bercerai  dan rukun kembali  dengan Termohon,  akan tetapi  usaha

tersebut tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  usaha  perdamaian  melalui  proses  mediasi

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01

Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  tidak  dapat

dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang,  bahwa inti  permohonan Pemohon adalah permohonan

perceraian  dengan  alasan  antara  Pemohon  dan  Termohon  terjadi

perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon memiliki watak

keras kepala dan tidak mau dinasihati; 

Menimbang, bahwa dalil  permohonan Pemohon tidak dibantah oleh

Termohon  karena  Termohon  tidak  menggunakan  haknya  untuk  menjawab

dengan tidak memenuhi panggilan Pengadilan sehingga haknya telah gugur.

Meskipun demikian untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian serta

kebohongan  besar  (degroten  langen),  maka  Majelis  Hakim  berpendapat
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bahwa  Pemohon  tetap  harus  membuktikan  dalil-dalil  permohonannya

sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil  permohonannya

Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah

(bukti P) atas nama Pemohon dengan Termohon, kemudian Majelis Hakim

menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai

maksud  Pasal  285  R.Bg.  jo.  Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum

Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian

yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini

dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, apabila dikaitkan

terhadap  dalil  Pemohon  tentang  hubungannya  dengan  Termohon,  maka

sesuai  dengan  Pasal  2  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang

Perkawinan  jis. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan

Pasal  7  Kompilasi  Hukum  Islam,  di  mana  perkawinan  hanya  dibuktikan

dengan adanya sebuah akta  perkawinan yang telah  dibuat  oleh  Pegawai

Pencatat  dan  ditandatangani,  maka  dalil  Pemohon tersebut  secara  nyata

telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Pemohon dan Termohon

adalah  pasangan  suami  istri  sah  dan  keduanya  masih  terikat  dalam

perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi

di persidangan yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah

memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan

175  R.Bg.  Keduanya  juga  telah  memberikan  keterangan  yang  telah

memenuhi  syarat  materiil  sebagaimana ketentuan dalam Pasal  307,  308,

dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah

memberikan keterangan yang saling bersesuaian, saksi mengetahui antara

Pemohon dan Termohon sering berselesih, penyebab perselisihan tersebut

yaitu karena Termohon sudah menikah lagi;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  yang  diajukan

Pemohondan  hasil  pemeriksaan  perkara  ini,  bukti  yang  diajukan,  serta

keterangan  saksi-saksi  di  persidangan  yang  pada  pokoknya  menguatkan

dalil-dalil Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  adalah  suami  istri  yang  sah  telah

menikah pada 19 Oktober 2002;

- Bahwa  dalam  perkawinan  Pemohon  dan  Termohon  belum  dikaruniai

keturunan;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan

perselisihan;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu karena Termohon

telah menikah dengan laki-laki lain yang bernama botak;

- Bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  sudah  pisah  rumah  sejak

Oktober 2019;

- Bahwa benar pihak keluarga telah mengupayakan agar Pemohon dan

Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,

selanjutnya  terhadap  tuntutan  perceraian  Pemohon  terhadap  Termohon,

Majelis  Hakim  mempertimbangkan  dengan  tanpa  mempersoalkan  sebab-

sebab  dan  siapa  yang  bersalah  dalam  konteks  perkara  a  quo,  dapat

disimpulkan  fakta  hukum  bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan Termohon

dengan adanya  terjadinya perselisihan dan pertengkaran  yang puncaknya

berakibat  antara  Pemohon  dengan  Termohon  telah  terjadi  pisah

rumah/tempat tinggal sejak Oktober 2019 sampai sekarang, antara Pemohon

dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, tidak pernah bersatu kembali

sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, serta sudah tidak

saling menjalankan kewajiban suami isteri lagi satu sama lain. Selanjutnya

perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dan  Termohon  tersebut

sudah  pula  diupayakan  perdamaian  baik  dari  nasehat  dan  upaya  pihak

keluarga dan orang dekatnya,  serta  dari nasehat majelis  kepada Pemohon

dalam  setiap  persidangan, juga  dalam  proses  mediasi  melalui  Hakim

Mediator, namun  hingga  sampai  tahap  akhir  proses  persidangan  tidak

ternyata  ada  perubahan  sikap  dari  Pemohon,  sehingga  tidak  dapat

didamaikan dan dirukunkan lagi, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk
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bercerai  (menjatuhkan  talak)  terhadap  Termohon.  Maka  dengan  keadaan

yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon

dan Termohon telah  terbukti  pecah  (broken marriage) karena telah  nyata

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran yang  sifatnya  terus  menerus dan

sudah tidak  ada harapan untuk  dapat  dirukunkan atau  disatukan kembali

dalam rumah tangga;

Menimbang,  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  sebagaimana  yang

ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan  merasa  tenteram kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu
rasa  kasih  dan  sayang. Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. 

Dan sebagaimana  Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk

rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah,  serta Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,  yaitu untuk membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa; 

Menimbang,  bahwa  dalam  konteks  rumah  tangga  Pemohon dan

Termohon  dalam  perkara  a  quo, dengan  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran dan puncaknya telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal sejak

Oktober  2019,  serta  sudah  tidak  dapat  dirukunkan  lagi,  dimana  tujuan

perkawinan sudah tidak dapat terwujud lagi, sudah tidak ada ketenteraman

dan rasa kasih sayang diantara Pemohon dan Termohon sehingga jauh dari

harapan terbentuknya rumah tangga yang  sakinah mawaddah wa rahmah,

sehingga apabila tetap dipertahankan  justru  akan mendatangkan  madharat

atau  mafsadat  daripada  maslahat  bagi  kedua  belah  pihak  Pemohon  dan
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Termohon,  sedangkan  dalam  salah  satu  kaidah  hukum  Islam  (kaidah

fiqhiyah)  menyatakan  menghindari  madharat  atau  mafsadat  wajib

didahulukan  dari  pada  mengambil  manfaatnya.  Oleh  karenanya  dalam

kondisi  yang  sudah  sedemikian  itu  perceraian  dipandang  sebagai  solusi

terbaik antara Pemohon dan Termohon 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut pula telah memenuhi norma

hukum  Islam  sebagaimana  yang  terkandung  dalam Al-Qur'an  Surat  Al-

Baqaroh ayat 227 yang berbunyi:

 

Artinya : “Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT
Maha mendengar Dan Maha mengetahui”.

Menimbang,  bahwa  fakta  hukum  tersebut  di  atas  telah nyata

memenuhi  unsur  Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya

permohonan Pemohon telah beralasan hukum sehingga  tuntutan Pemohon

patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan

talak terhadap Termohon;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  talak  yang  akan  dijatuhkan  oleh

Pemohon  adalah  talak  yang  pertama  di  depan  Pengadilan  Agama

Prabumulih,  maka  dengan  demikian  sesuai  Pasal  118  Kompilasi  Hukum

Islam  talak  yang  dikabulkan  dan  yang  akan  dijatuhkan  oleh  Pemohon

terhadap  Termohon  adalah  talak  satu  raj'i di  depan  sidang  Pengadilan

Agama Prabumulih;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  Pasal  70  Ayat  (3)-(6)  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun  2009  Tentang  Peradilan  Agama,  Pemohon dapat  mengikrarkan

talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang,  bahwa  permohonan  Pemohon  termasuk  bidang

perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor
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7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

kepada Pemohon;

Memperhatikan  dalil-dalil  syar’i  dan  segala  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi  izin  kepada  Pemohon  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj'i

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;

4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sebesar Rp266.000,00- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian  Putusan  ini  dijatuhkan  berdasarkan  musyawarah  Majelis

Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Senin tanggal 16 November

2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1442 Hijriyah. Oleh

kami  Dwi  Husna  Sari,  S.H.I.,  sebagai  Ketua  Majelis,  didampingi  Fiqhan

Hakim, S.H.I., dan Chusnul Chasanah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim

Anggota,  putusan mana pada hari  itu  juga diucapkan oleh  Ketua Majelis

dalam  sidang  terbuka  untuk  umum,  yang  didampingi  oleh  hakim-hakim

anggota tersebut, dengan dibantu Rizki Amelia, S.E., S.H., sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

           

                 Ketua Majelis,

Dwi Husna Sari, S.H.I.   
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                  Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Fiqhan Hakim, S.H.I.                 Chusnul Chasanah, S.H.I.

                                                      Panitera Pengganti

         Rizki Amelia, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp     30.000,00-

- Biaya Proses Rp     50.000,00-

- Biaya panggilan Rp  150.000,00-

-    PNBP Rp.    20.000,00-

- Redaksi Rp    10.000,00-

- Meterai Rp     6.000,00-

Jumlah Rp   266.000,00-

     (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)
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